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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan 

sejumlah uang kepada pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan 

pembangunan negara. Hal ini telah berlangsung sejak lama di seluruh negara, 

dengan istilah yang berbeda, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda 

pula, begitu juga dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, pajak telah ada pada saat 

zaman kolonial. Walaupun istilah yang digunakan pada saat itu berbeda, akan 

tetapi memiliki arti dan fungsi yang sama. Pengenaan pajak secara sistematis dan 

permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah.
1
 

Pada masa penjajahan, terdapat berbagai istilah seperti “Contingenten” dan 

“Verplichte Leverantieen” atau yang lebih dikenal dengan Tanam Paksa. 

Kemudian pada masa penjajahan Inggris disebut dengan “Landrent” atau sewa 

tanah. Kemudian pada masa penjajahan Jepang namanya diganti dengan “Pajak 

Tanah”. Setelah Indonesia merdeka, namanya diubah menjadi “Pajak Hasil Bumi”. 

Yang dimaksud dengan pajak hasil bumi tersebut adalah pajak yang dikenakan 

atas hasil yang keluar dari tanah sehingga menimbulkan frustasi dan akhirnya 

dihapuskan pada tahun 1952. Akan tetapi, pemerintah menyadari kekeliruannya 

dan mulai memunggut kembali Pajak Hasil Bumi atas nilai tanah, bukan atas hasil 

yang keluar dari tanah dan bangunan pada tahun 1959 dengan mendasarkan pada 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang 
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Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah 

Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.
 
 

Selain Pajak Hasil Bumi, terdapat juga pajak pendapatan yang mana 

mengalami beberapa kali perubahan baik secara istilah maupun perundang-

undangannya. Bisa ditelusuri tentang latar belakang dan tujuan dari perpajakan 

yang terjadi di Indonesia, mulai sejak tahun 1980an terjadi perombakan 

perpajakan secara besar-besaran yang dikenal dengan tax reform atau 

Pembaharuan Perpajakan Nasional I.
2

Dengan kesadaran akan peraturan 

perpajakan yang berlaku selama itu merupakan warisan dari zaman kolonial yang 

pada saat itu dibuat dengan tujuan mempertahankan dan memperbesar 

kekuasaannya di Indonesia. Oleh karenanya, penetapan jumlah pajak, jenis pajak 

maupun cara pemungutan pajak tidaklah sesuai dengan daya pikul masyarakat. 

Oleh sebab itu telah terjadi beberapa kali perubahan dan penyesuaian terhadap 

perundang-undangan perpajakan asal Belanda yang memiliki latar belakang 

falsafah, sistem, tujuan dan konsep yang berbeda. Perubahan tersebut 

dimaksudkan untuk dapat memenuhi fungsi dan sarana untuk pembangunan 

nasional pada saat itu. Akan tetapi, disadari pula terdapat beberapa kelemahan dari 

Pembaharuan Perpajakan Nasional I, yakni:
 3

 

1. Self assessment system yang memberikan kepercayaan besar kepada wajib       

pajak yang dinilai masih kurang berhasil; 

2. Law enforcement di dalam pajak masih lemah; 
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3. Di samping itu, pemerintah tampaknya semakin menyadari bahwa dalam    

era globalisasi ini perebutan posisi dari negara-negara yang ada di dunia ini   

semakin keras, sehingga pemerintah tentu tidak ingin Indonesia berada dalam    

posisi unknown. 

Pada tahun 1994 terjadi pembaharuan terhadap perpajakan yang dinilai 

diperlukan atau kurang pada Pembaharuan Perpajakan Nasional I.
4
 Pada masa ini, 

lebih banyak dikeluarkannya undang-undang pajak, seperti ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas barang dan 

jasa serta pajak penjualan barang mewah serta pajak bumi dan bangunan.  

Indonesia telah mengenal pajak sejak zaman dahulu dan telah terus menerus 

memperbaharui peraturan tentang perpajakan. Terdapat penafsiran yang berbeda 

oleh setiap kalangan terhadap arti undang-undang perpajakan yang ada. 

Permasalahan utama yang kerap kali menjadi pokok dari perpajakan adalah wajib 

pajak baik perorangan maupun perusahaan yang secara sengaja maupun tidak 

sengaja tidak membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang seharusnnya 

ataupun sama sekali tidak membayarnya. Hal ini disebabkan oleh penegakan 

hukum di bidang perpajakan dan aparat hukum yang bertugas masih lemah 

sehingga bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa di 

Indonesia menganut self assessment system yang mana suatu sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. 

Self assessment system ini mulai berlangsung di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 

1984 yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
 5

 Ciri dan corak dari 

sistem pemungutan pajak tersebut adalah :
6
 

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian 

kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan 

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan 

untuk pembiayaan negera dan pembangunan nasional; 

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksaan pajak, sebagai pencerminan 

kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib 

pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai 

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak 

berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terhutang (self 

assesstment), sehingga melalui sistem ini perlaksanaan administrasi 

perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 

terkendali, sederhana dan mudah  untuk dipahami oleh anggota 

masyarakat wajib pajak. 

Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah masih tetap mengandalkan 

penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk kebutuhan membiayai 
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kegiatan penyelenggaraan negara, mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian 

subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. 

Berdasarkan data yang tersedia, hingga akhir triwulan I tahun 2015, realisasi 

penerimaan pajak mencapai Rp. 198,226 triliun, sedangkan target penerimaan 

pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 adalah sebesar Rp. 1.294,258 triliun. 

Dari angka yang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 

hanya mencapai 15,32%.
7

 Data di atas menunjukkan bahwa di Indonesia, 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, hal ini disebabkan 

oleh tingkat kepatuhan yang rendah pula. Pendapatan pajak Indonesia tertinggal 

jauh apabila dibandingkan dengan Turki, Afrika Selatan, Brazil maupun negara-

negara tetangga.
8
 Walaupun meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 

10 tahun terakhir terus meningkat melebihi hal yang sama di negara-negara 

tetangga, akan tetapi hal itu tidak membuat penerimaan pajak Indonesia 

bertambah signifikan.
9

 Selain tingkat kepatuhan yang rendah, hal lain juga 

disebabkan oleh tingginya tingkat manipulasi pajak (tax evasion) yang merupakan 

perbuatan untuk mengurangi pajaknya dengan melaporkan penghasilannya lebih 

kecil dari sebenarnya.  

Lepas dari kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, lepas pula dari 

pengertiannya tentang kewajiban terhadap negara, pada sebagian besar di antara 

rakyat yang tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak 

sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Terdapat 2 (dua) jenis 
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perlawanan terhadap pajak, yakni perlawanan pasif dan perlawanan aktif. 

Perlawanan pasif sendiri terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar 

permungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu 

negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik 

pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan 

perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk 

menghindari pajak. Adapun cara-cara dari perlawanan aktif adalah penghindaran 

pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evation) dan melalaikan pajak.
 10

 

Walaupun tax avoidance merupakan salah satu cara untuk menghidari dari 

pajak yang perbuatannya dilakukan secara inisiatif oleh wajib pajak, akan tetapi 

perbuatan-perbuatan dari penghindaran pajak ini bisa dikatakan tidaklah 

melanggar undang-undang. Oleh karena itu para wajib pajak menggunakan celah 

hukum (loopholes) yang terdapat dalam undang-undang. Hal inilah yang 

memberikan dasar potensi untuk melakukan penghindaran pajak secara yuridis. 

Contoh dari perbuatan yang merupakan penggunaan dari kekosongan dan atau 

ketidakjelasan dari undang-undang di Indonesia adalah, para pegawai diberikan 

tunjangan beras (in natura), menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak 

boleh dibebankan sebagai biaya. Akan tetapi perusahaan bekerjasama dengan 

yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada 

yayasan, kemudian yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, 

para pegawai tetap mendapatkan beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya 

sehingga pajaknya berkurang. Contoh lainnya adalah pegawai negeri sipil yang 

dapat mengajukan permohonan keringanan atas Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Perbuatan penghindaran pajak seperti contoh di atas merupakan pengelakan pajak 

secara “legal” dikarenakan hal seperti itu wajib pajak tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan secara tegas dan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan 

menggelapkan pajak. 

Berbeda dengan tax avoidance, tax evasion merupakan suatu perbuatan 

pengelakan pajak yang merupakan tindakan tercela dan jelas melanggar undang-

undang. Pada dasarnya tax evasion merupakan suatu tindakan yang 

menyembunyikan kenyataan atas harta kekayaan dari wajib pajak. Hal seperti itu 

biasanya dilakukan dengan cara memberikan suatu pernyataan yang tidak benar, 

termasuk didalamnya dokumen-dokumen. Tujuan dan maksud adalah tetap sama 

yakni untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang seharusnya. Selain dari 

pemalsuan dokumen, bisa juga dilakukan dengan cara membuat pembukuan palsu, 

di mana pembukuan tersebut menyatakan perusahaan tersebut mengalami 

kerugian dengan harapan bisa mendapatkan kompensasi, ataupun mengurangi 

keuntungan dengan memperbesar biaya-biaya yang tidak benar keberadaannya. 

Untuk melakukan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak 

hanya dari perusahaan saja, tetapi dari pihak luar juga, seperti konsultan pajak, 

aparat pajak, yang mana pihak yang ikut berpartisipasi akan mendapatkan 

keuntungan lainnya. 

Akibat yang timbul dari tax evasion sangatlah beragam, terutama terhadap 

pemerintah yang mana sangat bergantung kepada pajak sebagai penerimaan 

negara, hal ini bisa mengganggu jalannya pembangunan pemerintah yang akan 

mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat. Selain dari itu, dari sisi ekonomi dapat menyebabkan 
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persaingan yang tidak sehat, dikarenakan perusahaan yang melakukan pengelakan 

pajak mempunyai modal atau keuntungan yang lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan yang jujur, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan 

tersebut. Hal lain ialah terjadi suatu kondisi di mana langkanya modal 

dikarenakan para wajib pajak menyembunyikan harta keuntungannya agar tidak 

diketahui oleh fiskus, dan juga menyebabkan stagnasi ekonomi apabila hasil dari 

penggelapan pajak tersebut tidaklah digunakan untuk perluasan aktifitas atau 

peningkatan produktifitas. Apabila hal ini terus berlanjut tanpa tindakan yang 

tegas, maka akan mengakibatkan bertambahnya tindakan serupa karena wajib 

pajak lainnya merasa tindakan tersebut adalah sesuatu yang menguntungkan dari 

pada sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang mana 

akibatnya sekali lagi adalah terganggunya pertumbuhan perekonomian nasional.
11

 

Menurut Wirawan dan Richard Burton dalam bukunya, masalah tindak pidana 

di bidang perpajakan merupakan suatu masalah penting khususnya dalam rangka 

penegakan hukum (law enforcement) yang harus dilaksanakan agar ketentuan 

undang-undang dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.
12

Dalam 

undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak 

pidana pajak, namum dalam keputusan hukum dapat disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenakan hukuman pidana. Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur 

dalam undang-undang pajak) sebenarnya merupakan langkah terakhir (ultimum 

remedium) apabila sanksi administrasi masih belum cukup untuk mencapai tujuan 

penegakan hukum. Oleh karenanya, dalam undang-undang perpajakan diatur 2 
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(dua) macam sanksi yang bisa dijatuhkan kepada wajib pajak apabila melanggar 

undang-undang pajak yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Berikut 

beberapa undang-undang perpajakan yang mencantumkan sanksi pidana:
13

 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2000 yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 

43; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1994, yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25; 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang 

diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi daerah, yang diatur dalam pasal 37 sampai dengan pasal 40. 

Surya Manurung menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, yakni :
14

 

1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik. Hal ini tercermin 

dari sikap dari pegawai negeri yang acuh tidak acuh ketika 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat, membuat masyarakat 

merasa malas jika harus berhadapan dengan mereka terutama jika 

diperlukan untuk keperluan administratif.      
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Pajak, diakses pada tanggal 20 Juni 2015. 
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2. Pembangungan infrastruktur yang tidak merata. Tidak semua lapisan 

masyarakat merasakan perkembangan atas pembangunan infrastruktur 

yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun 

pemerintah daerah.  

3. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Banyaknya 

kasus yang mencuat makin membuat masyarakat sadar akan lemahnya 

individu-individu yang seharusnya bertugas mewakili aspirasi rakyat 

di pemerintahan. Hal ini membuat masyarakat kecewa akan kinerja 

mereka, dan merasa sia-sia akan membayar pajak karena ujung-

ujungnya hanya akan masuk ke kantong pribadi para pejabat. 

4. Tidak adanya insentif langsung dari negara, yang membuat masyarkat 

tidak tertarik. Masyarakat merasa tidak mendapatkan imbalan yang 

pantas atau seharusnya dari pemerintah apabila taat membayar pajak. 

Walaupun pada dasarnya pajak bertujuan untuk pembangunan negara, 

yang mana manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, 

akan tetapi pada faktanya masyarakat tidak secara nyata merasakan 

manfaat dari membayar pajak. 

5. Pajak yang dibayar tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan. 

Manfaat yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat tidaklah 

signifikan, hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan oleh para pihak 

yang berwenang. 

6. Tidak adanya perlakuan adil dan proses hukum yang jelas dari 

pemerintah. Kejujuran dalam perpajakan, baik dari wajib pajak sendiri 

maupun dari aparat pajak sangatlah tidak transparan, karena terjadi 
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“permainan” diantara mereka dibalik layar. Sehingga, mereka yang 

selalu membagikan keuntungan bisa terlindungi dan bebas dari jeratan 

hukuman. 

7. Rendahnya pengawasan pemerintah. Standar dari pelayanan dan 

kesadaran akan petugas yang bekerja di bidang perpajakan masih 

sangat rendah. Tidak adanya rasa tanggung jawab atas beban kerja 

yang dipikulnya dan seolah-olah hal itu merupakan hal wajar 

dikarenakan banyaknya pegawai lain yang melakukan hal serupa. 

8. Denda atau sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh sangat kecil. 

Denda dan sanksi yang ditetapkan belum pada tahap yang bisa 

membuat para wajib pajak merasa takut dan membuat mereka untuk 

taat untuk melaksanakan kewajiban mereka. 

9. Tingkat sosial dan moral masyarakat. Sebagian masyarakat tidak 

mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga tidak mengetahui betapa 

pentingnya untuk membayar pajak. Akan tetapi, penghindaran pajak 

juga banyak dilakukan oleh petinggi-petinggi dari perusahaan besar, 

hal ini disebabkan moral yang telah lama melekat di masyarakat 

sehingga membuat suatu kebiasaan buruk yang dianggap sudah biasa. 

Urgensi pajak untuk pembangunan tidak lagi disangsikan. Menurut Sani Imam 

Santoso, pemerintah terus menggali berbagai potensi tax coverage 

(lingkungan/cakupan pajak) sekaligus menekankan kepatuhan pajak terhadap 

masyarakat.
15

 Akan tetapi hal itu tidaklah mudah dikarenakan banyaknya 

persoalan yang kerap muncul, baik itu dari wajib pajak (masyarakat), aparatur 
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pajak (fiskus) maupun sistem dari perapajakan itu sendiri.
16

 Untuk mengurangi 

dampak dari lubang hukum (legal loopholes), ada baiknya jika perumusan norma 

menggunakan pilihan kata yang tidak membingungkan dan mencegah timbulnya 

peluang terjadinya ambiguitas yang bisa menyebabkan pelaksanaan hukum 

tersebut bisa diselewengkan.
17

 Dalam bukunya Y. Sri Pudyatmoko dituliskan 

bahwa menurut J.B.J.M. Ten Berge menguraikan instrumen penegakan hukum 

administrasi yang meliputi:
18

 

1. Pengawasan yang mana merupakan langkah preventif untuk 

memaksakan kepatuhan.  

2. Penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan 

kepatuhan. Dua hal tersebut saling berkaitan dan dapat saling 

mempengaruhi. 

Penegakan hukum mempunyai arti penting dalam pelaksanaan ketentuan 

tersebut, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kembali 

kepada tujuan semula, yakni untuk mewujudkan cita-cita hukum atau ide dasar 

dari pembentukan hukum tersebut. Penegakan hukum juga mempunyai arti bagi 

publik, yakni keseriusan usaha untuk mewujudkan cita-cita hukum dan kebutuhan 

yang melatarbelakanginya.
19

 

Untuk membahas lebih lanjut mengenai tinjauan hukum terhadap manipulasi 

pajak yang banyak terjadi dan kian banyaknya kasus-kasus yang telah terungkap, 

maka penulis akan melakukan penelitian hukum secara normative mengenai 

                                                             
16

 Ibid. 
17

 Y.Sri Pudyatmoko, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak, Penerbit Salemba 

Empat,Jakarta,2007, hal.13 
18

 Ibid. 
19

 Ibid, hal.14 
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tindak pidana di bidang perpajakan. Penulis akan mengambil kasus perpajakan PT. 

BCA Tbk. (BCA) Sebagai objek penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui, BCA 

telah berdiri sejak tahun 1957. Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 

tahun 1997 telah membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankan di Indonesia dan kondisi ini pula mempengaruhi aliran dana tunai di 

BCA. Oleh karena krisis moneter yang melanda tanah air, pada tahun 1988 BCA 

mengalami kerugian sebesar Rp.29 triliun akibat rush dan kredit macet. 

Pemerintah menyuntikkan dana ke BCA dan mengambil alih 92,8% sahamnya. 

Kemudian pada tahun 1999, untuk mengurangi angka kredit macet di pembukuan, 

pemerintah menghapus utang bermasalah BCA senilai Rp. 5,77 triliun dengan hak 

tagih dan asset jaminannya diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN), dan pada tahun itu pula BCA membukukan laba sebesar Rp. 174 miliar. 

Namun berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2002, Ditjen Pajak melakukan 

koreksi laba fiskal BCA periode 1999 menjadi Rp. 6,78 triliun. Menurut BCA, 

laba fiskal periode 1999 sebesar Rp.6,78 triliun yang dipakai acuan pajak Ditjen 

Pajak adalah koreksi terakit transaksi aset termasuk jaminan Rp.5,77 triliun yang 

merupakan proses jual beli dengan BPPN. Transaksi tersebut merupakan 

pengalihan asset ke BPPN dan merupakan jual beli piutang, akan tetapi Ditjen 

Pajak menilai transaksi tersebut sebagai penghapusan piutang macet atau Non 

Performing Loan (NPL). Oleh karenanya, pada tahun 2003, BCA mengajukan 

keberatan pajak kepada Ditjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan dan 

hal ini menyebabkan BCA harus membayar pajak sebesar Rp. 375 miliar. 
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Berdasarkan uraian di  atas, maka penulis mencoba untuk menyusun tesis 

dengan judul : TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA DI BIDANG 

PERPAJAKAN (STUDI KASUS PENYELESAIAN PAJAK PT.BCA Tbk). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut beberapa permasalahan yang dapat 

dibahas dalam tesis ini, yaitu: 

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mengatur 

tentang tindak pidana yang berkaitan degan pajak sebagai penerimaan 

negara? 

2. Bagaimana konstruksi hukum kasus perpajakan PT.BCA Tbk yang di duga 

melakukan tax evasion? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah : 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat 

di perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang 

tindak pidana yang berkaitan dengan pajak. 

2.  Untuk menelusuri dan menganalisis konstruksi hukum dalam kasus 

perpajakan PT. BCA Tbk yang di duga melakukan sebagai tax evasion 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa 

sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. 

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

informasi kepada masyarakat luas yang berkepentingan terkait 

permasalahan perpajakan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual, 

yang mana merupakan teori-teori dari perpajakan dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. 
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3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan berisi tentang jenis penelitian, prosedur 

perolehan bahan penelitian dan sifat analisis yang terdiri dari 

pendekatan analisis dan hambatan dan penanggulangan. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

didapatkan oleh penulis melalui bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan non hukum yang mana merupakan inti 

dari penulisan ini. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran tentang 

masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini, dimana penulis juga 

akan merangkum permasalahan, penelitian serta hasil dari 

penelitian seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebeumnya. 

Sedangkan saran merupakan suatu ide pemikiran, suatu preskripsi 

hukum dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 




